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ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006, sesuai ketentuan Pasal 17 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dan
dalam rangka memberikan pelayanan kepada pengguna jasa serta menyesuaikan dengan
praktik kepabeanan internasional, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (6)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Tata Cara Pengajuan dan Penetapan Klasifikasi Barang Impor Sebelum
Penyerahan Pemberitahuan Pabean;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Direktur Jenderal dapat menetapkan klasifikasi barang atas barang impor sebagai dasar
penghitungan bea masuk sebelum diajukan pemberitahuan pabean. Direktur Jenderal
menetapkan klasifikasi barang berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Importir kepada
Direktur Jenderal u.p. Direktur. Permohonan disampaikan dengan menggunakan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini. Direktur a.n. Direktur Jenderal menerbitkan surat Keputusan Direktur
Jenderal mengenai PKSI atau surat penolakan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari kerja. Keputusan Direktur Jenderal mengenai PKSI berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung
sejak tanggal ditetapkan dan sepanjang barang yang diimpor mempunyai identifikasi yang
sesuai dengan identifikasi barang yang tercantum dalam PKSI.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 10C ayat (1) dan Pasal 17A
huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011, dinyatakan tidak
berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 19 Desember 2016 dan diundangkan pada
tanggal 20 Desember 2016.

- Lampiran Halaman 11 - 18



